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LAMPIRAN-LAMPIRAN

WAWANCARA DAN DOKUMENTASI

A. Lampiran Wawancara

1. Wawancara Bersama Perwakilan Pemerintahan Desa Lontar

NO

Pertanyaan

Jawaban

1

Bagaimana implementasi
perda RZWP3K di Desa
Lontar ini?

Banyak pemerintah daerah yang
menghadapi kendala dalam
melakukan sosialisasi dan
penegakan peraturan zonasi kepada
masyarakat. Hal ini disebabkan
oleh kurangnya pemahaman dan
keterlibatan ~ masyarakat  lokal
dalam perencanaan dan
penggunaan sumber daya.
Penelitian menunjukkan bahwa
masyarakat yang dilibatkan dalam
proses perencanaan zonasi
cenderung lebih mematuhi
peraturan yang ada dan
berkontribusi pada tujuan
keberlanjutan lingkungan.

Bagaimana menurut
saudara dengan kebijakan
tentang RZWP3K ini?

Dalam konteks Desa Lontar, perlu
ada pendekatan komprehensif
untuk mengevaluasi dampak dari
kebijakan tersebut terhadap
berbagai aspek kehidupan nelayan,
termasuk kemungkinan kerentanan
mereka terhadap perubahan
ekonomi dan sosial.

Pertama, dalam konteks
pendapatan nelayan, batasan yang
diberlakukan oleh  Peraturan




78

Daerah sering kali mengakibatkan
dampak negatif terhadap
pemasukan  mereka.  Menurut
Payumi, perubahan kebijakan yang
tidak disertai pemahaman yang
jelas mengenai dampaknya
terhadap pendapatan bisa
menyebabkan ketidakstabilan
ekonomi.

Kedua, dari sudut pandang
keberlanjutan,  peraturan  yang
dibuat tidak hanya bertujuan untuk
melindungi ekosistem tetapi juga
untuk memastikan bahwa praktik
perikanan  berlangsung  secara
berkelanjutan. Namun, pendekatan
yang tidak partisipatif dalam
perumusan kebijakan sering kali
mengakibatkan ketidakpuasan di
kalangan nelayan.

Ketiga, dampak dari Peraturan
Daerah juga mencakup perubahan
dalam pola adaptasi nelayan
terhadap kebijakan dan kondisi
sosial,ekonomi dan budaya.

Keempat,  kekuatan  finansial
daerah berkaitan dengan
bagaimana kebijakan ini
dieksekusi. Dalam konteks ini,
pengaruh Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sangat krusial. Dengan ini
menegaskan bahwa alokasi PAD
dan belanja modal yang tidak tepat
akan berdampak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah, termasuk dalam sektor
perikanan.
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3. | Adakah dampak poistif
atau negatif mengenai
perda no 02 tahun 2013
ni?

Tidak ada positifnya karena dengan
adanya Perda No 02 tahun 2013 itu
yang memicu dan membuat konflik
kepada masyarakat sejak tahun
2004, masyarakat Desa Lontar
sangat trauma dengan adanya
Perda terkhususnya dengan adanya
penambangan pasir laut di Desa
Lontar,dan pada saat itu
masyarakat mendemo dengan
adanya kerusakan wilayah

2. Wawancara Bersama Kelompok Nelayan Desa Lontar

1. | Bagaimana menurut
saudara mengenai
kebijakan regulasi
RZWP3K ini?

Menurut kelompok nelayan Desa
Lontar Kecamatan Tirtayasa,
meskipun ada upaya untuk menjaga
kelestarian lingkungan, nelayan
sering merasa terasing dari proses
pengambilan keputusan yang
berhubungan dengan pengelolaan
sumber daya laut. Hal ini
menyebabkan ketidakpuasan di
antara nelayan, yang merasa bahwa
mereka tidak memiliki suara dalam
pengaturan yang berdampak
langsung pada kehidupan mereka.
Ketidakpuasan ini bisa mengganggu
stabilitas sosial di dalam komunitas.

2. | Adakah kegiatan
pelatihan untuk para
nelayan di Desa Lontar
ini?

Program pelatihan yang diadakan
oleh organisasi non-pemerintah juga
memainkan peranan penting dalam
membantu nelayan beradaptasi.
Dengan ini bahwa pelatihan tentang
teknik penangkapan yang ramah
lingkungan dapat membantu nelayan
meningkatkan hasil tangkapan
mereka sambil tetap mematuhi
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peraturan yang ada.

Adakah dampak kepada
kelompok nelayan Desa
Lontar setelah di

keluarkannya perda no
02 tahun 2013?

Nelayan di Desa Lontar
mengungkapkan bahwa banyak dari
mereka  mengalami  penurunan
pendapatan yang drastis. Misalnya,
beberapa nelayan melaporkan
penurunan pendapatan hingga 60%
dalam  tahun pertama setelah
diberlakukannya regulasi. Hal ini
menunjukkan bahwa kebijakan yang
diterapkan tidak selalu
menguntungkan bagi nelayan secara
finansial. Penurunan ini  dapat
dikaitkan dengan pembatasan dalam
metode penangkapan yang diizinkan
dan penutupan area penangkapan
tertentu demi melindungi sumber
daya




B. Lampiran Dokumentasi

1. Dokumentasi Bersama Perwakilan Pemerintahan Desa Lontar
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3. Dokumentasi Bersama Kelompok Nelayan Wanita

Lampiran Dokumentasi Lainnya

SK Pembimbing Perda No 02 Tahun 2013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor :2 Tahun 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN SERANG TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka umuhnnu.-nmnruu-;-y.- ©)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pe:
Wilayah Pesiair dan Pulau-Pulau Kecil, Pemenintah Dacrah
wajib menyusun Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Keell dengan melibatkan masyarakat hem...mmm
norma, standar dan pedoman yang telah ditctapkan,
dan i Daccah bersintigi

dan bcrkd.lnjuun

b. bahw dimaksud
dalam huruf &, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang;
Rencana Zonasi Pulau-pulau  Kecil

Kabupaten Serang Tahun 2012- 20:2.
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tah mbentukan
Provinel Banten (Lembaran Ne.mm Repubiic I Ttomesia Tahin
000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
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Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa
Ruang Lembaran Negara Republlk Indoncsia Tehun 2007

v 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomm4725)

4. Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
W(hyah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
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